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Abstract 
 

Since the industry increase or new company presence along river in Surabaya, condition of contamination makes bad 

quality of water. In 2008, with MoU has taken, it create composite team to control the contamination along river in Surabaya. The 

number of institution and NGO which have the same commitment to keep on water quality. All of part have the same commitment to 

fix water quality by giving punishment to company which disobey the rules and contaminate Surabaya river. This research to 

describe the type of coordination, also find the causing of successfulness in coordination process. This research use qualitative 

descriptive method, with purposive determination techniques. Data is obtained from interview and documentation. The process of 

analysis has been done by grouping and combining data obtained, also set data combination. And then data validity test has been 

done by triangulation. The result showed that the types of combination is horizontal coordination because all stakeholder of control 

have the same position on a structure.. On coordinating process, there are so many factor such as Communicating, resources, and 

information  which determined the performance of control team, the quality of water in Surabaya become better quality. 
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Pendahuluan 

 

JawaTimurmemilikikedudukan yang 

sangatstrategisdanmenjadipusatpengembanganwilayah

bagianTimur Indonesia.Dinamikadanaktivitas yang 

tinggimenjadipendorongterjadinyaperkembanganProvi

nsiJawaTimur yang sangatcepat.Pembangunan yang 

tidakterintegrasidengankawasansekitarnyainikemudian

menimbulkanpermasalahankomplekssepertimasalahtra

nsportasi, pemanfaatanruang, penyediaan air bersih, 

sanitasisertamasalahlimbah di air kali yang 

berbahayabagikesehatan. 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sangat pesat, 

banyak sekali bermunculan perusahaan atau industri 

baru baik dalam skala besar maupun menengah. 

Hingga saat ini terdapat 1004 industri yang terdaftar 

berada di dalam Provinsi Jawa Timur dimana 483 

berada di bantaran sungai, sebanyak 65 unit berada di 

Kali Surabaya dan 33 unit lainnya berada di Kali 

Tengah. Kehadiran industri di sepanjang bantaran 

sungai kemudian memberikan pengaruh terhadap 

lokasi di sekitarnya. 

Jawa Timur khususnya wilayah Kali Surabaya 

mengalami permasalahan yang serius terkait dengan 

pembangunan lingkungan berkelanjutan. Permasalahan 

serius yang dihadapi di wilayah Kali Surabaya adalah 

pencemaran air. Pencemaran air ini diawali dengan 

kemunculan banyaknya industri yang mengambil 

lokasi pabrik pengolahan produksinya di tepi sungai, 

sehingga kondisi sungai yang dulunya bersih dengan 

banyak sekali biota sungai mulai hilang, bahkan punah. 

Air sungai yang dahulunya digunakan untuk konsumsi 

masyarakat mulai tidak layak terbukti dengan kualitas 

dan warna airnya yang sudah jauh menurun. 

Permasalahan terkait dengan pencemaran air 

Kali Surabaya umumnya diakibatkan oleh pembuangan 

limbah berbahaya oleh industri yang belum memiliki 

sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang 

bagus. Kondisi air kali yang telah tercemar semakin 

berdampak buruk seiring dengan kebiasaan masyarakat 

yang sulit dirubah. Masyarakat masih menggunakan 

kebiasaan tradisional dengan mengkonsumsi air kali 

dalam keseharian mereka ketika tinggal di kota. 

Kebiasaan masyarakat tersebut tampak pada mereka 

yang tinggal di pinggir sungai, yang  seringkali 

memanfaatkan badan sungai sebagai tempat BAB, 

membuang sampah, mandi dan mencuci sehingga 

muncul berbagai penyakit seperti diare, muntaber dan 

penyakit kulit yang sebetulnya bersumber dari 

kebiasaan hidup dan perilaku masyarakat itu sendiri. 

Kualitas air yang buruk menyebarkan dan menjadi 

penyebab dari banyak sekali penyakit. Selain diare, 

penderita infeksi kulit juga menunjukkan jumlah yang 

cukup besar yakni 121.177 Penderita pada tahun 2012.. 

 

Tabel 1. Jumlah Penderita Diare di Kota Surabaya 

No. Tahun Kejadian Jumlah Penderita 

1. Tahun 2008   70.940 Penderita 

2. Tahun 2009   69.020 Penderita 

3. Tahun 2010 120.008 Penderita 

4. Tahun 2012   38.445 Penderita 

Sumber : Dinkes Kota Surabaya 

 

Melihat berbagai fakta dan kejadian yang 

muncul di masyarakat, pemerintah harus memberikan 

perhatian lebih terkait dengan lingkungan, sehingga 

berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjamin 

pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. 
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Adapun penelitian terdahulu yang juga 

memberikan pemaparan yang berkaitan dengan air 

sungai adalah penelitian yang dilakukan oleh Rung-

Jiung-Chou dengan judul Addressing watercourse 

sanitation in dense, water pollution-affected urban 

areas in Taiwan. Dalam tulisannya Rung-Jiung-Chou 

mengatakan bahwasannya aliran air perkotaan 

memiliki potensi polusi cukup besar yang akan 

mempengaruhi kesehatan masyarakat, ekologi dan 

lingkungan. Di Taiwan, air limbah adalah sumber 

terbesar pencemaran di sungai dan kanal terutama di 

daerah padat perkotaan yang tidak memiliki sistem 

pembuangan memadai. Berdasarkan beberapa temuan, 

pertama karena kualitas air yang buruk penduduk lebih 

memilih merahasiakan kualitas sungai di wilayahnya; 

kedua, meski investasi besar dilakukan dalam 

meningkatkan saluran air, namun kualitas air yang 

buruk mengurangi keberhasilan rehabilitasi aliran air; 

ketiga, kurang serius dalam penyelesaian sistem 

saluran pembuangan kota menyebabkan permasalahan 

ini tidak bisa cepat diselesaikan dalam jangka pendek, 

oleh karenanya meningkatkan kualitas air di perkotaan 

dapat menjadi langkah pertama menuju pembangunan 

kembali jaringan air yang berhasil oleh para 

stakeholder untuk pembangunan nasional di Taiwan 

Pembangunan ditekankan pada upaya 

proporsional antara kepentingan ekonomi dan 

keseimbangan lingkungan melalui proses perencanaan 

pembangunan yang melibatkan peran serta segenap 

pihak terkait dengan  isu serta permasalahan yang 

sedang terjadi dan masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan guna terwujudnya tata pemerintahan 

yang baik dan tata kelola lingkungan yang 

baik.Pembangunan berwawasan lingkungan saat ini 

muncul menjadi sebuah paradigma dalam era modern 

baik di negara berkembang maupun negara maju 

sekalipun. Pemerintah memberikan perhatian besar 

dalam pembuatan  kebijakan dengan selalumemberikan 

pertimbangan terhadap keseimbangan lingkungan. 

Pemerintah dituntut  mampu mensinergikan berbagai 

kebijakan supaya tidak merusak keseimbangan alam 

dalam proses pelaksanaannya. 

Berbagai penelitian dilakukan terhadap 

kualitas air sungai di Kota Surabaya. Berdasarkan 

penelitian oleh komunitas peduli lingkungan (Earth 

Hour 60+ Kota Surabaya) pada hari minggu 23 Maret 

2014, mereka menyimpulkan bahwa kualitas air sungai 

di Kota Surabaya sudah sangat buruk, hal itu ditandai 

dengan hilangnya biota-biota sungai karena 

memburuknya kualitas air. 

Di dalam mengatasi masalah pencemaran di 

Kali Surabaya ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Provinsi 

(BLH) membuat satu terobosan dengan dibuatnya nota 

kesepakatan MoU oleh BLH Provinsi Jatim, Perum 

Jasa Tirta 1 dan Polwiltabes Kota Surabaya. Berdasar 

pada kesepakatan MoU maka terbentuk Tim Patroli 

Gabungan Terpadu di dalam pelaksanaan pengawasan 

pencemaran air di Kali Surabaya. Patroli Air Gabungan 

Terpadu melibatkan beberapa pihak diantaranya Badan 

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas PU 

Pengairan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur, Konsorsium 

Lingkungan Hidup, Garda Lingkungan, serta tidak 

jarang menggandeng wartawan dan komunitas 

lingkungan untuk ikut serta berpartisipasi dalam 

kegiatan patroli air. Pelaksanaan patroli ini sangat 

penting untuk menekan tingkat pencemaran yang 

terjadi, mengingat Kali Surabaya adalah bagian dari 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Brantas yang 

merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air 

masyarakat di Kota Surabaya, Kabupaten Kabupaten 

Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. 

Tim Patroli Gabungan Terpadu terdiri dari 

beberapa instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Diperlukan satu upaya koordinasi yang baik 

diantara para pelaksana tim patroli di dalam melakukan 

kegiatannya. Diperlukan kerjasama dan koordinasi 

yang bagus sehingga tujuan pengawasan pencemaran 

air di Kali Surabaya melalui Patroli Gabungan Terpadu 

ini mampu mencapai tujuannya. Setiap pihak dan 

instansi yang terlibat diharapkan mampu untuk 

konsisten dalam menjaga kualitas air ini.Koordinasi 

menjadi pilar yang sangat penting. Koordinasisungat 

diperlukan apabila tim patroli ingin mencapai 

produktivitas yang berhasil dan berdayaguna, karena 

keterpaduan dan keserasian atas semua usaha dan 

kegiatan, pemikiran, dana dan daya guna dari semua 

pihak yang terlibat merupakan suatu kekuatan besar 

sehingga kelemahan-kelemahan yang ada akan dapat 

teratasi. 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami 

bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh tim 

Patroli Gabungan Terpadu di dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap pencemaran air di Kali Surabaya 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

koordinasi. Diharapkan melalui penelitian ini akan 

mampu memberikan informasi yang objektif serta turut 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi 

negarasehingga akan berguna sebagai bahan kajian 

khususnya terkait dengan proses koordinasi dalam 

Patroli Gabungan Terpadu terhadap pelaksanaan 

pengawasan pencemaran di Kali Surabaya pada masa 

mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberi sumbangan pemikiran, saran dan 

rekomendasi kepada pemerintah atau para pelaksana 

yang terlibat dalam pelaksanaan Patroli Gabungan 

Terpadu di sepanjang Kali Surabaya pada masa 

mendatang supaya lebih baik. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Koordinasi 

Di dalam tinjauan pustaka penelitian ini akan 

diawali dengan pemahaman tentang koordinasi. James 

D. Mooney mendefinisikan koordinasi sebagai 

pencapaian usaha kelompok secara teratur dan 

kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. 

(James D. Mooney,1997 dalam The Liang Gie,1970) 
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Henry Fayol sebagaimana dikutip oleh Edgar 

F. huse & James L. Broeditch (1977: 11), 

mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan 

dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. (Henry 

Fayol,1977). Selain itu Harold Koontz & Cyril 

O’Donnel “Management a sistems and contingency 

analysis of Managerial Function” (1976), koordinasi 

adalah pencapaian keselarasan usaha individu dalam 

usaha mencapai tujuan serta sasaran kelompok. 

Jika dilihat dari segi normatif, koordinasi 

diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, 

menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan 

kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, 

agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu 

pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, 

koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif 

spesialisasi dan pengefektifan pembagian kerja. 

Dengan demikian definisi koordinasi dapat diartikan 

sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat 

sehingga di posisi yang satu, semua kegiatan atau 

unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang 

telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan 

yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang 

lain
1
(Taliziduhu Ndraha,2003, h.290-291). 

Terry mendefinisikan koordinasi adalah suatu 

usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan 

jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan 

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang 

seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 

ditentukan. Koordinasi adalah pernyataan usaha yang 

meliputi : 1).Jumlah usaha, baik secara kuantitatif 

maupun secara kualitatif; 2).Waktu yang tepat dari 

usaha-usaha ini; 3).Pengarahan dari usaha-usaha 

ini.(Terry, 1978) 
Dann Suganda (1994) merumuskan bahwa 

koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh 

potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-

organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar 

mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan 

pencapaiannya dengan efisien. Koordinasi bertujuan 

terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian 

sasaran. Sebagai penjelasan lebih lanjut terdapat unsur-

unsur yang terkandung di dalam usaha koordinasi, 

yang meliputi : 1).Unit-unit atau Organisasi-organisasi; 
2).Sumber-sumber (Potensi); 3).Gerak kegiatan; 

4).Kesatupaduan; 5).Keserasian; 6).Arah yang sama 
Dari beberapa pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan 

penyatupaduan seluruh unit-unit, potensi, dan sumber 

daya yang berhubungan satu sama lain di dalam 

organisasi supaya selaras dan seimbang untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan 

secara efisien. 

 

Tipe-Tipe Koordinasi 
Hasibuan (2004), mengemukakan koordinasi 

adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan 

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan 

pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai 

tujuan organisasi. Tipe-tipe koordinasi sebagai berikut: 

1. Koordinasi Vertikal (Vertical Coordination) 

Adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap 

kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang 

ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 

Tegasnya, atasan mengkoordinasikan semua aparat 

yang ada di bawah tanggung jawabnya secara 

langsung.  

2. Koordinasi horizontal (Horizontal Coordination) 

Adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan 

atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang 

dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-

kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang 

setingkat.  

Berdasarkan informasi yang ada dapat diambil 

kesimpulan bahwa koordinasi memiliki dua tipe yaitu 

koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal 

merupakan koordinasi yang dibangun antara atasan dan 

bawahan,pelaksanaan lebih mudah dari koordinasi 

horizontal dimana koordinasi dibangun oleh unit-unit 

yang memiliki posisi sejajar di dalam struktur sehingga 

cukup menyulitkan karena kedudukannya yang setaraf. 

Metode dan Teknik Koordinasi 

Koordinasi harus memiliki aspek-aspek formal, 

metode-metode, dan teknik yang ditujukan untuk 

mencapai sasaran tersebut. Metode dan teknik yang 

dipakai dalam melakukan kegiatan koordinasi menurut 

Silalahi (2002: 67), dapat dibagi atas : 

1. Koordinasi Mengenai Kewenangan 

Penggunaan wewenang merupakan salah satu 

cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi 

dengan baik. Hal yang demikian itu mungkin 

benar, apabila organisasi bersifat seragam 

(homogen) atau yang disebut integrated type. 

Akan tetapi organisasi yang homogen itu jarang 

ditemukan. Adapun yang banyak ditemukan 

adalah organisasi yang bersifat heterogen, atau 

bersifat holding company type atau federal type, 

yaitu suatu organisasi yang mempunyai 

keanekaragaman jenis dan fungsi, yang dapat 

diidentifikasimelalui struktur organisasinya. 

2. Koordinasi Melalui Konsensus 

a. Konsensusmelaluimotivasi. Para ahli 

berpendapat bahwa motivasi mempunyai 

peranan yang penting dalam meningkatkan 

usaha koordinasi, terutama dalam organisasi 

besar dan kompleks yang mempunyai jenis 

dan fungsi beraneka ragam. Motivasi yang 

dimaksud diantara lain dapat berupa 

kepentingan bersama, nilai-nilai yang dimiliki 

bersama, bahkan dalam situasi tertentu 

mempunyai perasaan solidaritas berdasarkan 
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atas setiakawanan, yang dapat dipergunakan 

dalam menjamin kelancaran koordinasi. 

b. Konsensus melalui sistem timbal-

balik,melalui sistem ini diusahakan adanya 

keseimbangan mengenai tuntutan organisasi 

dan tuntutan individual, baik yang bersifat 

material maupun non material. Dalam 

hubungan ini perlu ditekankan bahwa faktor 

nilai-nilai pengabdian dapat pula merupakan 

dasar utama dalam melaksanakan usaha 

koordinasi. 

c. Konsensus melalui ide. Konsensus melalui ide 

atau (coordination by idea),dimaksudkan 

bahwa setiap orang berusaha mengidentiikasi 

dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak 

dicapai organisasi. 

3. Koordinasi Melalui Pedoman Kerja 

Setiap kebijaksanaan yang telah 

digariskan oleh pemimpin, demikian pula 

tugas, wewenang, hubungan dan tata kerja 

serta prosedur kerja dan sebagainya, 

kesemuanya merupakan landasan atau 

petunjuk yang harus disusun atas dasar 

manual, agar terdapat adanya kesatuan gerak 

dan kesatuan tindak, dalam rangka 

melaksanakan kebijaksanaan yang telah 

ditentukan oleh pimpinan. Demikian pula 

kebijaksanaan yang telah digariskan, 

sebaiknya dituangkan dalam suatu ketentuan 

atau petunjuk dalam melaksanakan tugas yang 

sifatnya membaku, seperti halnya apa yang 

disebut Standard Operating Procedures 

(SOP), yang disebut dengan prosedur tetap 

(Protap).Pedoman kerja atau petunjuk kerja 

(manual) sebagaimana disebutkan di atas, 

dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi 

setiap kegiatan, sehingga diharapkan dapat 

terselenggaranya koordinasi dengan cara yang 

sebaik-baiknya.  

4. Koordinasi Melalui Forum 

Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah 

dengan menggunakan suatu wadah tertentu 

(wahana) yang dapat dipergunakan sebagai cara 

mengadakan tukar menukar informasi, 

mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama 

dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan 

keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas 

bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat 

diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang 

bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal 

sebagai forum koordinasi, ialah : tim kerja, panitia, 

satuan tugas, dan bentuk lainnya. Wahana 

koordinasi sebagaimana disebutkan di atas dapat 

bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, 

terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat 

diselesaikan secara fungsional oleh unit-unit kerja 

yang berwenang dan bersifat segera untuk 

diselesaikan.Di samping itu terdapat wahana 

koordinasi yang bersifat ekstern, yaitu masalah-

masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh 

unit/organisasi yang bersangkutan. Wahana 

koordinasi yang bersifat ekstern, misalnya : panitia 

interdepatemental, satuan tugas, yang unsur-

unsurnya terdiri dari berbagai unit atau perwakilan 

departemen. 

5. Koordinasi Melalui Konferensi 

Koordinasi melalui referensi diartikan dengan 

rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik 

pada tingkat pimpinan (eksekutif) maupun pada 

tingkat pelaksana. Rapat-rapat pada tingkat 

pimpinanan penting sekali artinya, tidak hanya 

semata-mata dalam pengambilan keputusan 

terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaa, 

akan tetapi digunakan sebagai sarana dalam 

pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam 

organisasi. Tentunya bagi pejabat pimpinan atas 

atau pimpinan pelaksana yang bertanggung jawab 

dalam penyelesaian pelaksanaan tugas-tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan baik di 

pusat maupun di daerah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode serta teknik yang dipakai dalam koordinasi ada 

5 macam menurut silalahi, diantaranya koordinasi 

dengan menggunakan kewenangan, koordinasi dengan 

konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, 

koordinasi melalui forum dan juga dapat dilakukan 

koordinasi melalui konfrensi. 

 

Permasalahan dalam Upaya Koordinasi 

Menurut Dann Sugandha (1994), berdasarkan 

pengamatan di Indonesia beberapa masalah yang 

dihadapi dalam usaha mengkoordinasi adalah : 

a. Kesalahan anggapan orang mengenai 

organisasinya sendiri : Suatu instansi sering 

dianggap oleh para anggotanya mempunyai 

kesusukan yang lebih tinggi sehingga sukar 

mereka untuk “merendahkan diri” (Sic) berada di 

bawah koordinasi instansi yang sederajat. 

b. Kesalahan anggapan orang mengenai instansi 

induknya : Suatu instansi vertikal sering 

menganggap bahwa organisasi induk atau markas 

besarnya adalah sumber segala-galanya. Hanya 

organisasi induk yang berwenang meminta 

loyalitasnya. Dengan demikian timbul keengganan 

bila instansi yang sederajat meminta loyalitasnya 

untuk melakukan kerjasama. 

c. Kesalahan pandangan mengenai arti koordinasi 

sendiri : Masih banyak orang yang menganggap 

bahwa kewenangan koordinasi identik dengan 

kewenangan komando.karena itu pada satu pihak 

yaitu instansi yang mempunyai fungsi tertentu 

yang berwenang mengkoordinasikan nada 

permintaan bantuannya akan lebih bersifat 

perintah. Pihak yang lain menganggap bahwa 

perintah seharusnya hanya datang dari atasan 

(induk) sehingga selalu akan bersikap apatis 

terhadap ajakan-ajakan berkoordinasi. 

d. Kesalahan pandangan mengenai kedudukan 

departemennya di pusat : Pandangan ini bertitik 
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tolak dari fungsi dan tugas pokoknya yang khusus 

sehingga merasa tidak ada kaitan dengan fungsi 

dan tugas pokok lainnya.  

Menurut pendapat Dann Sugandha, tampak 

bahwa untuk mengkoordinir itu bukan pekerjaan yang 

mudah untuk dilakukan, banyak sekali faktor-faktor 

yang akan mempengaruhi jalannya koordinasi 

diantaranya kesalahan anggapan orang terkait 

organisasinya sendiri, kesalahan anggapan orang 

mengenai instansi yang menjadi induk organisasinya, 

kesalahan pandangan terkait dengan arti koordinasi, 

serta kesalahan pandangannya terhadap kedudukan 

departemennya di pusat. Berbagai faktor tersebut 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

jalannya organisasi di dalam usaha untuk mencapai 

tujuan secara efisien 

Pelaksanaan Koordinasi 

Di dalam mewujudkan koordinasi dalam 

pelaksanaan kebijakan menurut Drs. Ig. Wursanto 

(2002, hal 253-254) dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, yaitu: 

1. Dengan memanfaatkan saluran atau media 

komunikasi, misalnya : 

a. Media elektronik, seperti interpon, telepon, 

undangan, faksmil, dll apabila jarak jauh. 

b. Media cetak atau tertulis, misalnya surat 

edaran, memo atau nota dalam buku pedoman 

organisasi, buku pedoman tata kerja, buku 

pedoman peraturan. 

c. Media tatap muka, yaitu dengan mengadakan 

pertemuan-pertemuan, baik pertemuan formal 

maupun pertemuan informal. Pertemuan 

formal misalnya dengan mengadakan rapat 

kerja, rapat pimpinan, rapat dinas, rapat 

koordinasi, konferensi, serta rapat informal, 

misalnya pertemuan pada waktu istirahat atau 

makan bersama, sedang naik kendaraan 

bersama waktu mau berangkat ataupun pada 

waktu pulang; anjangsana, silaturahim, dan 

sebagainya. 

2. Dengan mengangkat koordinator, misalnya, untuk 

menjembatani hubungan kerja antar perguruan 

tinggi swasta dengan pihak pemerintah dibentuk 

coordinator perguruan tinggi Swasta (Kopertis) 

berdasarkan wilayah tertentu. Seluruh urusan 

perguruan tinggi swasta tidak perlu langsung 

kepada Departemen pendidikan nasional, tetapi 

cukup melalui Koordinator Perguruan Tinggi 

Swasta wilayah masing-masing. 

3. Membuat simbol, tanda-tanda, atau kode-kode 

tertentu, misalnya dengan menggunakan bel atau 

sirine, gong, kentongan, sinar, ucapan dengan 

jawaban tertentu. 

4. Dengan aba-aba tertentu, misalnya untuk menarik 

atau mendorong barang-barang yang berat, yang 

dilakukan beberapa orang, supaya tarikan atau 

dorongan dapat dilakukan secara serempak, maka 

perlu dipergunakan aba-aba, misalnya dengan 

mempergunakan hitungan : satu… dua… dan pada 

hitungan yang ketiga tarikan atau dorongan 

dilakukan. 

5. Dengan menyanyi bersama. Nyanyian yang 

dilakukan oleh para anggota selain untuk 

mendapatkan koordinasi, dapat juga untuk 

membangkitkan semangat kerja. 

Di dalam melaksanakan koordinasi dapat 

digunakan berbagai cara seperti melalui saluran atau 

media komunikasi, mengangkat seorang koordinator, 

membuat simbol, membuat aba-aba tertentu, atau bisa 

dengan menyanyi bersama untuk menciptakan sebuah 

koordinasi di dalam tim. 

Pengawasan 

Pengawasan atau controlling menurut George 

R Terry, yang diambil dari Manullang dalam Dasar-

dasar management, menyatakan “Control is to 

determine what is accomplished, evaluated it, and 

apply corrective measures, if needed to insure result 

inkeeping with the plan”, dimana pengawasan adalah 

untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan 

evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan 

korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya 

sesuai dengan rencana. 

Menurut Newman, diambil dari Soejamto, 

dalam beberapa pengertian di bidang pengawasan 

memberikan pengertian “Control is assurance that the 

performance conform to plan” yakni pengawasan 

diartikan sebagai suatu usaha untuk menjamin adar 

pelaksanaan sesuai dengan rencana. Berbeda dengan 

itu Hendry fayol memberikan pengertian lain yakni 

“Control consist in vervying ehether everything 

conform accure in conformity eith the plan adopted, 

the instruction issued and principles estabilished. It 

has for object to point out weaknesses and errors 

inorder to rectivy them and prevent recurrence” yang 

intinya pengawasan berdiri dengan maksud untuk 

memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. 

Sondang Siagian yang dikutip oleh Soenyoto 

Rois (2008, h.116) dalam buku pengelolaan organisasi 

mengatakan bahwa “pengawasan merupakan proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar dimana pekerjaan 

yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari 

berbagai pengertian yang dipaparkan oleh para ahli di 

atas dapat disimpulakan bahwa pengawasan atau 

controlling adalah suatu upaya atau tindakan yang 

dilakukan untuk menjamin agar pekerjaan berjalan 

sesuai dengan rencana sehingga segala kesalahan 

dalam pelaksanaan dapat diperbaiki dan mencegah 

terulangnya kembali. 
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Teknik Pengawasan 

Menurut leo Agustino supaya kebijakan 

berjalan efektif , yang diperlukan adalah bagaimana 

teknik pengawasan ataspelaksanaan kebijakan yang 

dilakukan. Ada beberapa bentuk teknik pengawasan 

atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara 

praktis maupun teoritis, diantaranya : 

a. Non-Coercive Forms of Action 

Dengan teknik non-coercive forms of 

action berarti para aparatur kebijakan dalam 

mengejewantahkan regulasi tersebut tidak 

menggunakan sanksi yang resmi, hukuman, 

ataupun ganjaran.  Perlu diingat bahwa kebijakan 

seperti ini hanya akan dapat berjalan dengan baik 

dalam konteks sistem demokrasi yang sudah 

benar-benar mapan, meskipun tekanan sosial dan 

ekonomi yang muncul di masyarakat dapat 

menekan mereka. 

b. Inspeksi 

Inspeksi secara sederhana dapat diartikan 

juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan 

apakah implementasi kebijakan telah sesuai 

dengan standart resmi yang ditentukan (sasaran 

dan tujuan kebijakan). 

c. Sanksi 

Sanksi disini berarti “hukuman dan 

penghargaan” yang dapat diterima oleh instansi 

atau individu untuk memberi semangat atau 

mendorong dalam melaksanakan keputusan. 

Dalam beberapa kasus, sanksi dianggap sebagai 

teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi 

bahkan sering dianggap sebagai hukuman. Karena 

sanksi juga dapat menjatuhkan hukuman (baik 

denda atau penjara). 

d. Prosedur Informal 

Kebanyakan tugas pengawasan dan 

kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi 

tertentu dalam menilai kinerja mereka atas 

kebijakan atau program yang tengah ataupun telah 

dilaksanakan dapat diperoleh melalui penggunaan 

prosedur informal. Karena itu, sesungguhnya 

prosedur informal merupakan fase penting dalam 

pengawasan atas pelaksanaan kebijakan/program. 

Banyak keputusan yang dihasilkan dapat dicapai 

melalui cara-cara informal seperti negosiasi, 

penawaran, kompromi, konsultasi, pertemuan, dan 

pengujian material. 

Pengawasan sangat mutlak diperlukan pada 

semua kegiatan. Pengawasan diperlukan untuk 

memastikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Beberapa teknik dalam pengawasan 

kebijakan dapat dilakukan dengan Non-Coercive 

Forms of Action, inspeksi, lisensi, kontrak, perpajakan, 

sanksi, dan prosedur informal. 

 

Prinsip-Prinsip Pengawasan 

George R Terry dalam Winardi (1986) 

mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang 

efektif akan membantu untuk mengatur pekerjaan yang 

direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan 

pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. 

Sedangkan menurut Ulbert Silalahi (1992) prinsip-

prinsip pengawasan adalah : 

a. Pengawasan harus berlangsung terus menerus 

bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau 

pekerjaan. 

b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan 

menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan 

yang objektif. 

c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari 

kesalahan tetapi juga mencari dan menemukan 

kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan 

mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan 

pekerjaan dalam pencapaian tujuan. 

e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan 

pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi atau 

hasil guna. 

f. Pengawasan harus fleksibel. 

g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-

tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang 

sangat menentukan control by exception. 

i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah 

melakukan tindakan perbaikan. 

Melalui uraian diatas maka dapat diketahui 

bahwa di dalam pengawasan terdapat prinsip-prinsip 

yang harus dipenuhi supaya kegiatan yang dilakukan 

dapat mencapai hasil maksimal. Prinsip itu diantaranya 

pengawasan harus terus menerus atau sustainable, 

berdasar data yang objektif, untuk menemukan 

kelemahan di dalam pekerjaan, mempermudah 

mencapai tujuan, menciptakan efisiensi, bersifat 

fleksibel, berorientasirencana dan tujuan yang telah 

ditetapkan, dilakukan pada tempat strategis, dan 

mempermudah melakukan tindakan perbaikan. 

 

Karakteristik Pengawasan 

Supaya dapat efektif maka setiap pengawasan 

harus memiliki kriteria tertentu. Kriteria pengawasan 

yang baik menurut pendapat Ranupandojo (1990) : 

a. Informasi yang akan diukur harus akurat 

b. Pengawasan harus dilakukan tepat waktu saat 

penyimpangan itu diketahui. 

c. Sistem pengawasan yang dipergunakan harus 

mudah dimengerti orang lain. 
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d. Pengawasan harus dititikberatkan pada kegiatan-

kegiatan strategis. 

e. Harus bersifat ekonomis, artinya biaya 

pengawasan harus lebih kecil disbanding dengan 

hasilnya. 

f. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan struktur 

organisasi. 

g. Harus sesuai dengan arus kerja atau sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang dilaksanakan dalam 

organisasi. 

h. Harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang 

dilaksanakan dalam organisasi. 

i. Bersifat memerintah dan dapat dikerjakan oleh 

bawahan. 

j. Sistem pengawasan harus dapat diterima dan 

dimengerti oleh semua anggota koordinasi. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa agar 

pengawasan dapat berjalan dengan efektif ada beberapa 

karakteristik yang wajib dipenuhi diantaranya 

informasi yang akurat, pengawasan dilakukan ketika 

ada indikasi penyimpangan, sistem pengawasan mudah 

dimengerti, menitikberatkan pada hal-hal yang 

strategis, bersifat ekonomis, pelaksanaan sesuai dengan 

struktur organisasi, sesuai dengan prosedur kinerja, 

dapat dikerjakan oleh pelaksana dan dapat dimengerti 

oleh anggota koordinasi. 

Pencemaran Air 

Menurut Perda Jawa Timur no.2 tahun 2008 

tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air mendefinisikan bahwa Pencemaran air 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh 

kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai 

tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat 

berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

Menurut pendapat yang lain, Michael (1990) 

mendefinisikanpencemaran air adalah penyimpangan 

sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari 

kemurniannya. Banyak air tawar yang tercemar berat 

oleh sisa-sisa pembuangan kotoran dan cairan 

pembuangan limbah rumah tangga ke dalam sungai. 

Cairan pembuangan adalah sisa-sisa pembuangan 

dalam suatu bentuk cairan yang dihasilkan oleh proses 

industri dan kegiatan rumah tangga. Pencemaran air 

oleh cairan ini berupa zat-zat racun, bahan-bahan yang 

mengendap atau deoksigenasi. Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa pencemaran air adalah masuknya zat atau 

elemen sisa-sisa pembuangan oleh kegiatan manusia ke 

dalam air sehingga menyebabkan penurunan dari 

kualitas air yang terkontaminasi. Oleh karena itu 

pengawasan pencemaran air dapat diartikan sebagai 

suatu usaha sistematik untuk menetapkan pekerjaan 

apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksi dengan tujuan untuk meminimalisir 

masuknya zat atau elemen sisa-sisa pembuangan oleh 

kegiatan manusia ke dalam air sehingga menyebabkan 

penurunan kualitas air yang terkontaminasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

yaitu perbaikan kualitas air. 

Patroli Gabungan Terpadu 

Patroli Gabungan Terpadu (PGT) adalah nama 

kegiatan pembinaan dan penegakkan hukum sebagai 

pengejewantahan UU Lingkungan hidup terhadap 

pelaku usaha atau industri yang mencemari Kali 

Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam 30 hari 

kerja industri. Dan tiap minggu untuk investigasi 

lapangan (sidak) oleh tim khusus yang telah disiapkan. 

Kegiatan patroli gabungan terpadu dimulai dengan 

mengundang instansi pemerintah yang terkait dengan 

penanganan pencemaran sungai untuk mengevaluasi 

hasil patrol bulan sebelumnya serta hasil investigasi 

tim khusus yang dulakukan setiap minggu. Setelah 

evaluasi selesai dilakukan kegiatan patrol gabungan 

terpadu akan segera dilaksanakan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kali 

Surabaya dengan pertimbangan bahwa Kali Surabaya 

merupakan sumber air baku utama bagi masyarakat di 

Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan 

Mojokerto yang sangat rentan terjadi pencemaran oleh 

industri sehingga diperlukan satu upaya pengawasan 

yang ekstra melalui kegiatan tim Patroli Gabungan 

Terpadu. Adapun beberapa pihak yang terlibat dan 

menjadi lokasi penelitian adalah BLH Provinsi Jatim, 

Disperindag Provinsi Jatim, Dinas Pekerjaan Umum 

Pengairan Provinsi Jatim, Perum Jasa Tirta 1, Garda 

Lingkungan, dan Konsorsium Lingkungan Hidup. 

Dalam penelitian ini, teknik penentuan 

informan dilakukan dengan Purposive Sampling. 

Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik 

analisa data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan 

verifikasi data. Sedangkan teknik pemeriksaan 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

dengan membandingkan data, informasi dan 

pengamatan yang diperoleh selama penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kali Surabaya mengalir antara kota Mojokerto 

hingga Surabaya, terletak antara bujur 112o 30’ sampai 

112o 45’ BT dan lintang 7o 15’ LS sampai 7o 25’ LS. 

Sungai tersebut merupakan terusan Kali Brantas mulai 

dari Mlirip, Mojokerto melewati daerah Wringin 

Anom, Driyorejo dan Sepanjang sebelum sampai di 

kota Surabaya. Air kali Surabaya masih masuk dalam 

kawasan sungai brantas, dan menurut data Kadar BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) rata-rata Sungai 

Brantas selama 2003-2008 cenderung fluktuatif, oleh 

karenanya diperlukan upaya pengawasan yang lebih 

dalam terhadap pencemaran yang terjadi. 

Upaya dalam melakukan pengawasan 

pencemaran di kali Surabaya mulai menunjukkan 

upaya signifikan pada tahun 2008 ditandai dengan 
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terbentuknya Tim Patroli Gabungan Terpadu melalui 

MoU yang diprakarsai oleh Perum Jasa Tirta 1, Badan 

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan 

Polwiltabes, setelahnya banyak sekali instansi yang 

turut terlibat dalam patroli gabungan ini seperti Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa 

Timur, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat 

seperti Konsorsium Lingkungan Hidup, GARDA 

Lingkungan, dan terbuka kemungkinan kerjasama 

dengan beberapa media atau komunitas lain.Banyak 

faktor yang menjadi latarbelakang terbentuknya tim 

patroli gabungan. Sebelum adanya patroli gabungan 

pengawasan terhadap pencemaran air Kali Surabaya 

dilakukan oleh instansi secara sendiri-sendiri sehingga 

hasil yang dicapai kurang maksimal, selain itu 

masyarakat melalui LSM juga kesulitan untuk 

menindaklanjuti hasil laporan dari masyarakat terkait 

dengan pencemaran yang terjadi di lingkungan mereka, 

oleh karenanya merupakan hal yang sangat bagus 

ketika di prakarsainya MoU yang menjadi cikal bakal 

terbentuknya Tim Patroli Gabungan Terpadu. 

 

Koordinasi dalam Patroli Gabungan Terpadu 

Tim Patroli terdiri dari banyak instansi dan 

pihak yang terlibat, Bentuk koordinasi yang dilakukan 

dalam tim patroli gabungan ini merupakan koordinasi 

horizontal, sebab koordinasidilakukan dengan 

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi setingkat. 

Koordinasi horizontal yang dilakukan tim patroli 

termasuk dalam horizontalinterrelated dimana 

koordinasi yang dilakukan antar badan (instansi), unit-

unit yang fungsinya berbeda tetapi instansi yang satu 

dengan yang lain saling bergantungan dan mempunyai 

ikatan baik, secara intern maupun ekstern yang 

levelnya setaraf. 

Beberapa cara yang digunakan dalam 

pelaksanaan koordinasi oleh tim patroli gabungan 

diantaranya melalui penggunaan media komunikasi 

seperti media elektronik (telepon, SMS) dan secara 

formal senantiasa menggunakan undangan. Media 

komunikasi lain menggunakan media cetak atau tertulis 

berupa berita acara. Media komunikasi lain melalui 

forum untuk dilakukan evaluasi dan koordinasi, media 

ini sangat berkontribusi besar karena dengan bertatap 

mukaakan terjalin kedekatan emosional supaya kinerja 

tim semakin maksimal.cara lain yang digunakan oleh 

tim patroli gabungan adalah dengan mengangkat 

seorang koordinator lapangan. Koordinator lapangan 

diangkat berdasarkan keputusan bersama dengan 

ditunjuknya KLH. Terkait dengan cara koordinasi lain 

dalam pelaksanaan kebijakan menurut Drs. Ig. 

Wursanto, Tim Patroli Gabungan tidak menggunakan 

koordinasi dengan membuat  simbol, tanda-tanda, 

kode-kode tertentu juga aba-aba tertentu dan menyanyi 

bersama di dalam proses koordinasi pelaksanaan 

Patroli Gabungan Terpadu. 

Di dalam pelaksanaan koordinasi terdapat 

beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi Patroli 

Gabungan terpadu diantaranya unit di dalam tim 

patroli, potensi atau sumber daya, gerak kegiatan, 

kesatupaduan, keserasian, dan arah yang sama. unit 

atau organisasi yang terlibat, dalam hal ini pihak-pihak 

baik dari instansi pemerintahan maupun dari Lembaga 

Swadaya masyarakat seperti KLH dan Garda 

Lingkungan. Dilihat dari sumber-sumber atau potensi, 

di dalam tim Patroli Gabungan Terpadu memiliki 

banyak kelemahan dimulai dengan tidak konsisten 

delegasi dari instansi terlibat dan minimnya sarana 

presarana yang masih harus banyak dilakukan 

pembaharuan. Gerak kegiatan yang dilakukan yakni 

dengan melakukan kegiatan patroli bersama. 

Kesatupaduan di dalam tim sudah telihat dengan 

banyaknya pihak yang terlibat dan mampu terkoordinir 

dengan baik maka kesatupaduan ini dapat tercapai. 

Dalam setiap kegiatan juga terlihat sangat serasi dan 

memiliki arah yang sama karena memang tahapan yang 

dikerjakan memang berurutan sesuai dengan prosedur 

mulai dari evaluasi, penentuan sasaran, hingga terjun 

lapangan dengan Patroli Gabungan. 

Beberapa hambatan masih ditemukan ketika 

koordinasi dilaksanakan oleh Patroli Gabungan 

Terpadu. Hambatan yang muncul diantaranya  

kesalahan anggapan orang mengenai organisasinya 

sendiri sehingga ketika awal pelaksanaan masih banyak 

anggota tim patroli yang menutup diri sehingga KLH 

sebagai koordinator harus menjelaskan lebih lanjut 

terkait dengan Patroli Gabungan Terpadu. Hambatan 

lainnya adalah kesalahan anggapan orang mengenai 

instansi induknya, disini delegasi tim patroli gabungan 

berpikir kalo instansi induknya adalah tempat dia 

bekerja sehingga tim Patroli hanya sebagai sekunder 

oleh karenanya banyak yang absen dalam kegiatan. 

Ketiga adalah kesalahan pandangan mengenai arti 

koordinasi, kesalahan ini terjadi karena setiap tugas 

diberikan oleh instansi yang berada pada posisi sejajar 

sehingga kecil kemungkinan untuk dilakukan oleh 

karenanya diminimalisir dengan penggunaak undangan 

dari BLH dan diangkatnya KLH sebagai koordinator. 

Dan yang terakhir adalah kesalahan pandangan 

mengenai kedudukan instansinya di pusat, terkait 

dengan patroli gabungan hal ini terjadi ketika seorang 

delegasi lebih memilih untuk memilih mendahulukan 

kegiatan di instansi ketika kegiatan dalam waktu 

bersama dengan kegiatan patroli. 

 

Pengawasan Pencemaran melalui Patroli Gabungan 

Di dalam pelaksanaan Patroli Gabungan 

Terpadu terhadap pencemaran yang terjadi, teknik 

pengawasan yang dilakukan adalah melalui inspeksi 

dengan sidak beberapa industri yang memang telah 

ditentukan berdasarkan laporan masyarakat dan temuan 

instansi terkait dugaan pencemaran. Selain itu bentuk 

pengawasan lain adalah melalui lisensi dengan melihat 

izin yang dimiliki oleh instansi terkait.  Bentuk 

pengawasan lain adalah melalui struktur informal dan 

sanksi yang dilakukan dengan mengedukasi para 
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pelaku usaha dengan mengumpulkan dan memberikan 

materi tentang lingkungan dan pengelolaan limbah 

yang benar namun ketika masih mencemari akan 

diberikan sanksi tegas. Untuk pengawasan non-

coersive form action, kontrak, perpajakan tidak 

digunakan.  

Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Patroli 

Gabungan Terpadu sudah memenuhi prinsip-prinsip 

pengawasan yang efektif dari Ulbert Silalahi (1992). 

Pengawasan oleh Tim Patroli Gabungan Terpadu telah 

berlangsung berkelanjutan, pengawasan dilakukan 

dengan menemukan, menilai dan menganalisis data 

yang objektif, pengawasan selain mencari pencemaran 

oleh industry juga untuk menemukan kelemahan para 

pelaksana, pengawasan juga dilakukan dengan 

memberikan bimbingan dan pengarahan baik kepada 

pelaksana tugas maupun industri, pengawasan yang 

dilakukan menciptakan efisiensi bagi industri, dan 

pelaksanaan pengawasan oleh tim Patroli Gabungan 

Terpadu bersifat fleksibel, dalam melakukan 

pengawasan tim Patroli Gabungan terpadu selalu 

berorientasi pada rencana dan tujuan, pengawasan 

dilakukan pada tempat-tempat strategis yng telah 

ditentukan bersama dan melalui kegiatan Patroli 

Gabungan Terpadu ini sangat mempermudah dalam 

melakukan tindakan-tindakan perbaikan mengingat tim 

ini beranggotakan dari instansi dan pihak yang berbeda 

satu sama lain yang memiliki kewenangan berbeda 

namun fokus pada satu hal yang sama yakni perbaikan 

kualitas air di Kali Surabaya. 

Selain prinsip pengawasan yang efektif, 

pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu memenuhi 

karakteristik pengawasan yang efektif dari 

Ranupandojo (1990) diantaranya meliputi informasi 

yang diperoleh harus akurat, pengawasan dilakukan 

secepat mungkin apabila ada indikasi penyimpangan, 

sistem pengawasan harus mudah dimengerti dan dapat 

diterima oleh anggota, ada skala prioritas di dalam 

sasaran tujuan pengawasan, pengawasan ini bersifat 

ekonomis karena dampak yang ditimbulkan juga sangat 

besar karena Kali Surabaya merupakan sumber utsma 

air masyarakat di Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan 

Surabaya, di dalam pelaksanaan pengawasan juga telah 

sesuai dengan struktur organisasi dan prosedur yang 

ada sehingga dapat dimengerti, dipahami dan diterima 

oleh para pelaksana Patroli Gabungan Terpadu. 

Karakteristik tersebut akan berdampak terhadap kinerja 

tim. 

Berdasarkan pelaksanaan koordinasi dalam 

pengawasan pencemaran di kali surabaya sudah 

membawa perubahan yang sangat besar sejak dibentuk 

pada tahun 2008 yang lalu. Perubahan itu dapat kita 

amati melalui kandungan COD pada air Kali Surabaya. 

 

 

Tabel 2. Kandungan COD pada air di Kali Surabaya 

No Tahun Prosentase Kadar BOD 

1. 2004 - 7.13 Mg/Liter 

2. 2006 Menurun 5.8% 6.71 Mg/Liter 

3. 2007 Menurun 15.2% 5.69 Mg/Liter 

4. 2008 Naik       10.5% 6.26 Mg/Liter 

5. 2009 Menurun 10.2% 5.62 Mg/Liter 

6. 2010 Menurun 8.9% 5.12 Mg/Liter 

7. 2011 Menurun 13.8% 4.41 Mg/Liter 

7. 2012 Menurun 1.8% 4.33 Mg/Liter 

8. 2013 Menurun 16.8% 3.60 Mg/Liter 

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur 

 

Kesimpulan 

Patroli gabungan dibentuk pada tahun 2008 

sebagai langkah pengawasan terhadap pencemaran air 

yang seringkali terjadi di kali Surabaya. Tim patroli ini 

terbentuk akibat kinerja masing-masing instansi yang 

sebelumnya bekerja secara sendiri-sendiri sehingga 

hasilnya kurang maksimal selain itu kesadaran dari 

masing-masing industri yang ada sangat minim terkait 

dengan sistem pengolahan limbah. Tujuan 

Terbentuknya tim ini adalah mensinergikan instansi 

yang ada untuk mengambil keputusan dalam  

menangani pencemaran air, kedua yakni saling 

bertukar informasi dan memberikan masukan untuk 

kebijakan di masing-masing instansi, ketiga untuk 

mengurangi beban pencemaran yang ada di kali 

Surabaya, dan terakhir guna menghidupkan kembali 

biota-biota yang telah hilang di kali Surabaya. Patroli 

ini melibatkan banyak instansi dalam kegiatan, maka 

koordinasi yang dilakukan dalam tim patroli gabungan 

terpadu ini merupakan koordinasi horizontal. 

Koordinasi horizontal dilakukan dengan 

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (instansi) 

yang setingkat atau setaraf dengan menunjuk seorang 

koordinator lapangan (BLH) sesuai dengan 

kesepakatan bersama beberapa instansi yang terlibat. 

Teknik yang digunakan dalam melakukan koordinasi 

yakni melalui metode forum dan berdasarkan pedoman 

kerja. 

Di dalam pelaksanaan patroli gabungan 

banyak sekali faktor atau variabel yang mempengaruhi 

koordinasi dalam pelaksaan patroli gabungan terpadu. 

Secara umum faktor atau variabel yang mempengaruhi 

proses pelaksanaan patroli gabungan adalah faktor 

komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor informasi. 

Dilihat dari komunikasi tim patroli gabungan sudah 

menunjukan kinerja yang baik terkait dengan transmisi, 

kejelasan, dan konsistensi dari informasi di dalam tim, 

terkait sumberdaya masih terdapat beberapa 

kekurangan terutama staff pelaksana dan fasilitas yang 

memerlukan banyak perbaikan, secara disposisi dan 

struktur birokrasi sudah cukup baik karena memang 
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tim ini merupakan gabungan dari beberapa instansi 

sehingga memiliki kewenangan dan tupoksi masing-

masing ketika bertugas. Terkait dengan informasi yang 

valid, faktor ini memiliki peranan tang sangat penting 

sebab ketersediaan informasi baik dari laporan warga, 

berdasarkan hasil lab atau laporan instansi sangat 

dibutuhkan oleh tim patroli untuk segera dilakukan 

tindak lanjut dalam melakukan pengawasan 

pencemaran air di Kali Surabaya oleh Tim Patroli 

Gabungan Terpadu. Faktor-faktor ini yang memberikan 

pengaruh besar di dalam proses koordinasi tim patroli 

gabungan. 

Dari kesimpulan tersebut maka berangkat 

berdasarkan kerangka berpikir yang telah dibuat 

sebelumnya dapat kita buat kesimpulan besar. 

Pengendalian pencemaran air di kali Surabaya 

dilakukan melalui kegiatan bersama beberapa instansi 

terkait dalam bentuk tim patroli gabungan terpadu 

dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 

sebagai penanggung jawab dan Konsorsium 

Lingkungan Hidup sebagai koordinator bersama 

instansi terkait (Disperindag, Perum Jasa Tirta 1, Dinas 

PU Pengairan, Garda Lingkungan) sebagai anggota. 

Tim patroli gabungan terpadu melakukan koordinasi 

satu sama lain telah maksimal dan perbaikan kualitas 

air semakin naik dari tahun ke tahun. Peningkatan itu 

tampak dengan semakin menunjukan perbaikan 

kualitas sepanjang tahun 2008 sampai saat ini sejak 

terbentuknya tim patroli gabungan. 

Saran 

1. Diperlukan pembinaan industri yang lebih intens 

melalui sosialisasi dan edukasi juga pelaksanaan 

sanksi yang tegas supaya industri semakin sadar 

dan punya perilaku baik dalam pengelolaan limbah 

sehingga tercipta indutri berwawasan lingkungan. 

2. Masyarakat harus lebih mendukung dalam 

menjaga kebersihan untuk tidak membuang 

sampah di kali dan menginformasikan kepada tim 

patroli secepatnya bila menemukan pencemaran 

terjadi di lingkungan mereka. 

3. Dari instansi baik provinsi maupun kabupaten kota 

diharapkan melakukan koordinasi dan pengawasan 

lebih intens lagi dengan mengikuti pelaksanaan 

patroli gabungan secara rutin dengan personil tetap 

sehingga pelaksanaan patroli gabungan dapat lebih 

berkelanjutan dari satu waktu patroli pada waktu 

patroli yang lain. 

4. Adanya penambahan dan peremajaan sarana 

prasarana yang digunakan untuk mendukung 

kinerja tim patroli gabungan terpadu sehingga 

lebih maksimal dalam melakukan patroli. 
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